
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 92TAHUN 2OI7

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2OI7

DENGAN R.A,HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2Ol7; -

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daeratr Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Menimbang

Mengingat
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a4OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak

Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679l.1'

6.

7.

8.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor aa$l; sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5ao);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57a\

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 11O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOG

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6la\

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahul,* 2Ol4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1la);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 73, Tambatran lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O77 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

DPRD (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

zOtT Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);
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21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 20 I 5 tentang Perubahan

keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

22. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36a);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OL1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor l25l;

26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);

3
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27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2OLT (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 13);

28. Peraturan Bupati Nomor 7O Tahun 2OL6 tentang Standar

Biaya Tahun 2Ol7 (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun2O17 Nomor 70), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 70

Tahun 2OL6 tentang Standar Biaya Tahun 2Ol7 (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol7 Nomor 21);

29. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2OL6 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2OLT (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2Ol7 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2OI7

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol7 berjumlah Rp. L.625.481.874.13O,O9 dengan rincian

sebagai berikut :

1 Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp. 1.451.139.661.625,00

b. Bertambah Rp. 174.342.212.505,09

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan :

RP' 1.62s.4gL.E74.1go,o9

/
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Belanja Daerah :

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Belanja

Rp.

Rp.

Daerah

1.488.485 .226.190,00

77 .006.049.429 ,L6

setelah perubahan :

... Rp 1.565.49 L.275.6L9.16
Surplus/(Defisit) 59.99O.59E.51O,93

3. Fembiayaan Daeratr :

a. Penerimaan sejumlah
1) Semula

2l Berkurang

Semul,a

Bertambah

Rp 73.739.O 10.013,00

Rp (66.838.819.363,93)

Rp 36.393.445.448,00
Rp 30 .497 .343.7 12 ,OO

Jumlah perrerimaan setelah perubahan ....... Rp

Pengeluaran sejumlah

6.900.Lgo.ffig,o7

b.
1)

2l

a Jumlah pengeluaran setelah perubahan ...... Rp

Pembiayaan Neto Rp

Selisih L€bih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

66.890.799.16(),00

(59.99O.599.51Or93)

o,oo

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di
pada tanggd

Lubuklinggau
4 oHw(,,.' Z6n

BUPATI I RAWAS,

H.H GUNAWAN

a

-

Diundangkan di Lubuktinggau

pada tanggal 4 orOt'a 2Ol7

ATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR 91

iSEKRETARIS DAERAH

ixrcvegVeN MUSr RAwAS

AD
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